BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian bawah ini didasarkan
pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, yakni terkait pengaturan bentuk badan hukum dan pengawasan bagi
lembaga BMT di Indonesia. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Lembaga BMT tidak dapat berbentuk PT atau yayasan karena kedua badan
hukum tersebut mempunyai karakteristik yang jauh berbeda dengan
lembaga BMT. PT merupakan badan hukum yang fokusnya hanya untuk
mencari keuntungan dan yayasan hanya fokus pada lembaga yang
berkegiatan sosial tanpa mengambil keuntungan bagi organ yayasan
tersebut. Dalam hal ini lembaga BMT berdasarkan pada hasil penelitian
penulis tidak semata-mata suatu lembaga yang mencari keuntungan saja
tetapi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dalam
segi ekonomi maupun sosialnya, oleh karena itu menurut penulis lembaga

BMT ini tidak dapat berbentuk PT atau yayasan.

2. Rumusan masalah kedua adalah terkait mengenai pengawasan bagi
lembaga BMT, berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan
bahwa pengawasan terhadap lembaga BMT ini masih dilakukan oleh
berbagai lembaga karena beragamnya bentuk badan hukum lembaga BMT.
Maka banyak lembaga-lembaga yang mengawasi kegiatan lembaga BMT.
Tidak ada kepastian hukum mengenai pengawasan lembaga BMT ini
karena belum adanya kepastian yang mewajibkan lembaga BMT dalam
menjalankan kegiatan harus berbentuk badan hukum apa dan bagaimana,
maka akan berimbas pada pengawasan yang tidak jelas bagi lembaga BMT

di Indonesia.
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B. Saran

Saran-saran dari penulis dalam penulisan hukum ini ialah berkaitan dengan

permasalahan hukum yang timbul dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Saran penulis terkait dengan bentuk badan hukum bagi lembaga BMT ini
adalah perlu diatur lebih lanjut secara khusus mengenai lembaga BMT di
Indonesia, mengingat karena lembaga ini mempunyai karakteristik khusus
yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya maka akan lebih baik
apabila terdapat pengaturan secara khusus terhadap lembaga BMT ini agar
mendapatkan kepastian hukum dan dapat menjalankan kegiatannya dengan
harmonis yaitu menjadi lembaga BMT yang seutuhnya, tidak terpisah-

pisah seperti saat ini.

2. Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan terkait dengan
Lembaga Keuangan Mikro, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam UU LKM ini isinya
mengenai pengaturan terkait kegiatan bagi Lembaga Keuangan Mikro di
Indonesia. Lembaga BMT termasuk ke dalam pengaturan UU LKM ini,
menurut hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa UU LKM
masih belum bisa dijadikan dasar sebagai payung hukum bagi lembaga
BMT. Dalam UU LKM masih banyak pasal-pasal yang perlu direvisi
khususnya dalam bagian pasal pengawasan, karena lembaga BMT ini yang
mempunyai Kkarakteristik khusus. Bab 4 telah membahas mengenai
kekurangan UU LKM yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru
apabila UU LKM ini dijadikan sebagai dasar bagi lembaga BMT.
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